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Penelitian ini di latar belakangi oleh penetapan harga jual LPG 3 kg pada 
pangkalan yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah 
ditetapkan dan pembatasan jumlah LPG 3 kg memberi peluang bagi para 
pengecer/warung dalam menaikkan harga jual LPG 3 kg, sehingga banyak 
masyarakat yang mengeluh terhadap tingginya harga LPG 3 kg yang mereka 
peroleh. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga 
jual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 
serta bagaimana menurut ekonomi syariah terhadap harga jual LPG 3 kg di Desa 
Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penetapan harga jual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya 
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui menurut 
ekonomi syariah terhadap harga jual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan 
Enok Kabupaten Indragiri Hilir. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) yang berlokasi di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten 
Indragiri Hilir. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik pangkalan dan 
pengecer/pemilik warung dan objeknya adalah penetapan harga jual LPG 3 kg di 
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi 
syariah. Populasi sebanyak 10 orang pemilik pangkalan dan  pengecer yang 
menjual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya. Sedangkan yang menjadi sampel yaitu 3 
Orang pemilik pangkalan dan 7 orang pengecer/warung, yaitu perwakilan 1 orang 
pengecer/warung di 7 Dusun yang ada di Desa Bagan Jaya dengan menggunakan 
teknik purposive sample. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual LPG 3 Kg di 
Desa  Bagan Jaya untuk pihak pangkalan berdasarkan SK Bupati 
No.Kpts.671/X/HK-2017 sebesar Rp 23.400. Dan penetapan harga jual LPG 3 kg 
untuk pihak pengecer/warung  berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah 
bersama sebesar Rp 28.000, menurut ekonomi syariah penetapan harga yang 
dilakukan oleh pemerintah diperbolehkan dengan di dasarkan Q.S An-Nisa ayat 
59. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Bagan Jaya hendaknya 
melaporkan apabila pihak pangkalan menjual LPG 3 kg di atas harga HET kepada 
pemerintah setempat. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur’an dan al-sunah merupakan sumber utama tuntunan hidup 
bagi kaum muslimin serta pedoman yang memiliki daya jangkau dan alur 
yang universal, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan selalu kekal 
untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Qur’an 
dan al-sunah memiliki daya atur secara universal dapat dilihat dari segi 
teksnya yang selalu tepat untuk di implementasikan dalam kehidupan aktual, 
misalnya dalam bidang perekonomian.
1
 
Islam merupakan aturan hidup yang paling lengkap. Dalam 
meletakkan dasar-dasar ekonomi islam tidak dapat dilaksanakan secara 
terpisah untuk itu masyarakat harus siap menerapkan semua sistem islam 
lainnya, seperti bidang hukum, sosial dan politik dalam waktu yang sama. 
Pedoman-pedoman atau aturan hukum juga diatur dalam Islam, yang pada 
umunya dalam garis besarnya saja, guna memberi peluang bagi 
perkembangan kegiatan perekonomian, sebab syari’ah Islam tidak terbatas 
ruang dan waktu. Suatu hal yang membuat persoalan muamalah tidak secara 
jelas ditentukan nashnya oleh Allah SWT, disebabkan bentuk dan jenis 
muamalah tersebut akan semakin berkembang sesuai zaman, tempat dan 
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lingkungan sosial. Atas dasar itu persoalan muamalah, sangat terkait erat 
dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.
2
  
Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur tentang masalah 
hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani 
dengan jalan yang terbaik. Muamalah dapat di artikan juga sebagai kegiatan 
tukar menukar suatu barang yang bermanfaat dengan menggunakan cara-cara 
yang sesuai dengan aturan islam.
3
 Ayat al-Qur’an tentang muamalah itu 
sendiri terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 29.
4
 
                         
                           
Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang  berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”. 
 
Penetapan harga merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam 
perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi.
5
 Harga merupakan 
suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen  
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untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari 
konsumen tersebut. Harga merupanakan salah satu faktor yang mempengaruh 
mekanisme pasar, dalam pandangan islam harga yang seharusnya berlaku di 
pasar yaitu harga yang adil yang mana tidak merugikan kedua belah pihak.
6
 
Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar 
dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan 
pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah Islam 
terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah 
harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan, sehingga 
merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus 
mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu 
penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh 
manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.
7
 
Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada 
Rasulullah SAW sendiri. Ketika Rasulullah SAW merespon realitas harga 
komoditas perdagangan yang cenderung naik dan memberatkan konsumen 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga para sahabat mengadukan 
permasalahan tersebut kepadanya. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh 
Anas bin Malik ra: 
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 Asmarita Rahayu, “Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan 
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ْن قَ َتاَدَة ، َوثَاِبٍت ، وَ ع ْعُر بِاْلَمِديَنِة َعَلى׃ُُحَْيٍد ، َعْن َاٴَنِس ْبِن َماِلٍك ، قَالَ ََ  َغاَل َالسِّ
ْعُر ،  ׃َعْهِد َرُسوِل َاهلِل صلى َاهلل عليو وسلم ، فَ َقاَل َالنَّاُس   يَا َرُسوَل َاللِّّٰو ، َغاَل َالسِّ
نَّ َاللََّو ُىَو َاْلُمَسعُِّر َاْلَقاِبُض َا   ׃َفَسعِّْر لََنا ، فَ َقاَل َرُسوُل َاللِّّٰو صلى َاللّّٰو عليو وسلم 
َاْلَباِسُط َالرَّزََّاُق ، َٕاِّنِّ الٴْرُجو  َاٴْن َاٴْلَقى َاللََّو ، َعزَّ َوَجلَّ ، َولَْيَس َاٴَحٌد ِمْنُكْم َيْطلُُبِِن 
 َِ  .الَ َمالٍ َمٍة ِف َدٍم وَ ِبَْظَل
Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, 
harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta 
Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabdah: 
“Sesungguhnya Allah SWT Dzat yang maha menetapkan harga, Yang Maha 
Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberi rezeki. Aku sangat 
berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorangpun dari kalian yang 




Tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah 
gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas Liquefied Petroleum 
Gas (LPG/elpiji) bagi konsumen rumah tangga dan industri kecil sekaligus 
membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara 
gratis kepada masyarakat. Dengan beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas 
elpiji 3 kg untuk itu pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas elpiji 
3 kg kepada masyarakat, dengan dipergunakannya gas elpiji 3 kg untuk itu 
pemerintah perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan di 
pakai masyarakat karena merupakan bagian terpenting untuk menjaga 
keselamatan konsumen. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 
tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007 
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tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, 
menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.
9
 
Pemerintah melalui pertamina selaku pelaksanaan kegiatan pengadaan 
dan penyaluran gas LPG 3kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran 
yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah 
menyiapkan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan 
tempat pengisian LPG kemudian disalurkan Agen yang merupakan 
perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan 
yang merupakan ujung tombak penyaluran gas LPG ini. Pihak pemerintah 
melalui pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya 
diterima oleh masyarakat. Dalam penjualannya pertamina membentuk sistem 
distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditentukannya 
harga eceran tertinggi (HET).
10
 Menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Inhil 
yang menetapkan harga untuk pangkalan-pangkalan yang ada di setiap 
Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, harga elpiji di Kecamatan 
Tempuling dan Kecamatan Tembilahan Hulu adalah Rp. 19.100, sedangakan 
untuk Kecamatan Tembilahan Rp.19.200, Kecamatan Batang Tuaka dan 
Kecamatan Kuindra Rp.20.300, Kecamatan Kemuning Rp.20.500, 
Kecamatan Tanah Merah Rp. 20.800. 
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Selanjutnya untuk Kecamatan GAS dan Kecamatan Concong 
Rp.21.400, Kecamatan Enok Rp.23.400, Kecamatan Mandah Rp. 21.700, 
Kecamatan Gaung Rp.22.100, Kecamatan Sungai Batang Rp.22.500, 
Kecamatan Keritang Rp.23.500, Kecamatan Kateman Rp.23.600, Kecamatan 




Namun harga yang diterima konsumen akhir jauh dari harga HET 
yang telah di tetapkan disebabkan semakin panjangnya saluran distribusi yang 
tercipta. Hal ini terjadi disebabkan lokasi pangkalan yang tidak dapat secara 
merata untuk mendekatkan diri pada konsumen. 
Selain itu peluang usaha yang relatife menguntungkan menyebabkan 
timbulnya usaha pengecer-pengecer informal menyebabkan semakin 
panjangnya rantai distribusi. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
bongkar muat menyebabkan harga jual mulai dari tingkat pangkalan sudah 
tidak sesuai dengan HET. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan pada salah 
satu Pangkalan Rianto Yang berada di KM 9 Desa Bagan Jaya Kecamatan 
Enok yang menetapkan harga LPG 3 kg sebesar Rp 23.000 dan sekarang naik 
menjadi Rp 24.000 pertabung, harga tersebut tidak sesuai dari  HET yang 
telah di tetapkan. Yang mana HET di Kecamatan Enok adalah Rp 23.400.  
dan di batasi jumlahnya mengakibatkan tabung LPG 3 kg di daerah ini 
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menjadi langkah. Dan memberikan peluang bagi para pengecer dalam 
menaikkan harga LPG 3 kg di daerah ini. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, harga-harga yang 
diperoleh oleh konsumen akhir pun sangat tinggi jauh dari harga HET. 
Tabel 1.1 
Data Warung yang Menjual Gas LPG 3 Kg 
No Nama Warung Harga Jual 
1 Warung Sundari Rp. 35.000 
2 Warung Darmiati Rp. 30.000 
3 Warung Hayati 1 Rp. 32.000 
4 Warung Baso Ali Rp. 30.000 
Sumber: Observasi penulis di Lapangan 
Dari tabel di atas menerangkan bahwa di warung sundari dijual 
seharga Rp 35.000, di warung ibuk Darmiati menjual seharga Rp 30.000, 
warung Hayati 1 menjual seharga Rp 32.000 dan di warung Baso Ali menjual 
seharga Rp 30.000 dan masih banyak lagi warung yang menjual dengan harga 
yang lebih tinggi lagi. Dari hasil wawancara dengan ibuk Darmiati alasan 
beliau menjual tabung gas LPG 3 kg seharga Rp. 30.000 dikarenakan jumlah 
tabung yang di dapat sedikit dan dapatnya pun seminggu sekali, harga dari 
pangkalannya naik, serta jarak pengambilan LPG-nya jauh menyebabkan 
beliau menjual dengan harga Rp 30.000 pertabung.
12
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Banyak masyarakat yang mengeluh dengan mahalnya harga gas LPG 
3 kg di daerah tersebut, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2020 diadakan 
rapat di Kantor Desa Bagan Jaya bersama para penyalur dan pengecer gas 
LPG lainnya, dalam membahas mengenai penetapan harga LPG 3 kg pada 
pedagang eceran. Dari hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin salah satu 
peserta rapat, beliau mengungkapkan keputusan dari hasil musyawarah 




Namun yang terjadi di lapangan masih banyak warung yang menjual 
di atas harga yang telah di tetapkan. Oleh karena itu penetapan HET gas LPG 
3 kg di Kecamatan Enok tepatnya di Desa Bagan Jaya ini menjadi pokok 
permasalahan dan harus di atur dengan sedemikian rupa, karena dampaknya 
sangat di rasakan oleh para masyarakat di desa ini. 
Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa hal tersebut 
dengan judul “ Penetapan Harga Jual LPG 3 Kg Di Desa Bagan Jaya 
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi 
Syariah”. 
B. Batasan Masalah 
Karena keterbatasan waktu penulis, maka penelitian ini hanya meneliti 
3 pangakalan yang ada di Desan Bagan Jaya Kecamatan Enok dengan 
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Perwakilan 1 pengecer LPG 3 Kg untuk setiap dusunnya nya. Serta hanya 
meneliti pada aspek harga. 
C. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka penulis 
menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penetapan harga jual LPG 3 kg Di Desa Bagan Jaya 
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir? 
2. Bagaimana menurut ekonomi syariah terhadap penetapan harga jual LPG 3 
kg Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penetapan harga jual LPG 3 kg Di Desa Bagan Jaya 
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Untuk mengetahui menurut ekonomi syariah terhadap penetapan harga 
jual LPG 3 kg Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri 
Hilir. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat pengguna 
tabung gas LPG 3 kg mengenai penetapan harga pada pangkalan LPG. 
2. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna memperoleh 
gelar sarjana pada Fakultas Syarah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syaraih 
UIN SUSKA RIAU. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang 
nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain, dan menambah literatur skripsi 




F. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
berlokasi di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok. Adapun alasan peneliti 
melakukkan penelitian di tempat ini karena penulis ingin meninjau dan 
ingin mengetahui lebih dalam mengenai penetapan harga jual LPG 3 kg 
menurut ekonomi syariah. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah pemilik pangkalan dan pengecer di 
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok, sedangkan objeknya adalah penetapan 
harga jual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok menurut 
ekonomi syariah. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 
yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang 
dimaksud populasi disini yaitu tidak hanya terpaku oleh makhluk hidup, 
akan tetapi juga semua objek penelitian yang dapat diteliti.
14
 Adapun yang 
menjadi populasi pada penelitian ini adalah pemilik pangkalan dan 
pengecer/warung yang menjual LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan 
Enok Kabupaten Indragiri Hilir. 
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 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sample, 
dimana purposive sample atau sampel bertujuan yaitu dilakukan dengan 
cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, 
tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya 
dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan 
waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang 
besar dan jauh. Teknik ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi 
yaitu; pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat dan 
karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
15
  
Karena keterbatasan waktu penulis sehingga diambil masing-masing 
pemilik dari 3 pangakalan yang ada, dan perwakilan 1 pengecar setiap 
dusunnya, di Desa Bagan Jaya terbagi menjadi 7 dusun yaitu: dusun 
Rukun Makmur, dusun Jatimoro, dusun Harapan, dusun Suka Damai, 
dusun Suka Mandiri, dusun Suka Makmur, dan PT. BPLP dari masing-
masing dusun hanya diambil pengecer LPG 3 Kg. Sehingga total sampel 
pada penelitian ini berjumlah 10 orang pemilik pangkalan dan pengecer 
LPG 3 Kg. 
4. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu sebagai berikut: 
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a. Data Primer dalam suatu penelitian di peroleh langsung dari 
sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam 
bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain. 
b. Data Sekunder yaitu diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, 




5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. 
Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 
dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 
sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra atau dalam arti 
lain yaitu pengamatan secara langsung. Pengumpulan data pada 
penelitian ini yang diperoleh dengan pengamatan langsung dilapangan 
untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kegiatan yang ditelti 
pada penetapan harga jual LPG 3 Kg di pangkalan yang ada Di Desa 
Bagan Jaya Kecamatan Enok. 
b. Wawancara (interview). Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi yang berkaitan 
dengan permasalahan yang di teliti dari terwawancara. Pada penelitian 
ini melakukan wawancara secara langsung dan tatap muka dengan 
salah satu pemilik pangkalan dan para pengecer gas LPG 3 Kg Di 
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok 
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c. Dokumentasi dari asal katanya dukumen, yang artinya barang-barang 
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
17
 
6. Metode Analisa Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-
kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud 
dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk 
menggambarkan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang 
diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable.
18
 Sedangkan 
proses analisis data kualitatif menurut Moleong, di mulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.
19
 
7. Metode Penulisan 
a. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis 
dan diuraikan secara umum. Atau prosesnya diawali dari upaya 
memperoleh data yang detail berkenaan dengan topik atau masalah 
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penelitian, tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudian dikategorikan, 




b. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, 
subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di 
lapangan dan dideskripsikan secara terperinci dan mendalam. 
G. Penelitian Terdahulu 
Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat tumpang tindih 
dengan penelitian yang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah 
keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu, penulis merujuk hasil 
penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya 
dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti. 
Dari penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan 






Nama Judul Hasil penelitian 
1 Vina Dwi Nofriana 
Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh 
Muamalah Terhadap Sistem 
Penetapan Harga Gas LPG 3 
Kg Di Sejumlah Pertokoan 
Hasil penelitian :  
Penetapan harga gas LPG 3 kg 
pada sejumlah pertokoan 
ditetapkan sendiri oleh penjual, 
dengan cara menetapkan harga 
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Kelurahan Tuah Karya 
Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru (Univeritas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau, 2019) 
yang bervariasi. Rendah dan 
tingginya harga bentuk dari 
strategi pemasaran yang mana 
tujuan dari harga tinggi untuk 
mendapatkan keuntungan lebih 
dan rendahnya harga untuk 
menarik pembeli. Namun akibat 
penetapan harga yang tinggi 
menimbulkan kerugian di salah 
satu pihak. 
2 Avilia Fiddiyaningsih 
Judul Skripsi : Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Surat 
Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 541/15 Tahun 
2015 Tentang Penetapan 
Harga Jual LPG Tabung 3 
Kg Di Kota Semarang 
(Universitas Islam Negeri 
Walisongo, 2017) 
Hasil Penelitian : 
Penetapan harga jual LPG 
tabung 3 kg berdasarkan surat 
keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 541/15 Tahun 
2015 harga eceran tertinggi pada 
sub penyalur/pangkalan sebesar 
Rp 15.500,-/tabung. Namun 
terjadi penetapan harga secara 
sepihak yang dilakukan oleh sub 
penyalur/pangkalan yang tidak 
sesuai harga yang telah 
ditetapkan dan tanpa 
menginformasikan kepada 
konsumen hal ini melanggar 
hak-hak konsumen. Adapun 
alasan terjadinya penetapan 
harga sepihak yaitu: pertama, 
perubahan harga dari pihak 
agen; kedua, ketidaktahuan 




tertinggi (HET) LPG Tabung 3 
kg; ketiga, alasan sub 
penyalur/pangkalan jika menjal 
sesuai harga yang telah 
ditetapkan keuntungan yang 
diperoleh tidak sesuai dengan 
tenaga yang dikeluarkan. 
3 Edi Santoso 
Judul Skripsi : 
Penetapan Harga LPG 
Tabung 3 Kg Dalam 
Peraturan Gubernur Jawa 
Timur No.6 Tahun 2015 
Perspektif Ibn Taymiyah 
(IAIN, 2018) 
Hasil Penelitian : 
Proses penetapan harga eceran 
dalam peraturan Gubernur No.6 
Tahun 2015 tentang harga 
eceran LPG tabung 3 kg yang 
dilakukan pemerintah Jawa 
Timur sudah sesuai dengan 
faktor penetapan harga menurut 
pendapat Ibn Taymiyah yaitu, 
keinginan penduduk dan harga 
juga berubah-ubah dipengaruhi 
oleh intensitas kebutuhan atas 
suatu barang dimana semakin 
tinggi intensitas suatu barang 
tersebut maka semakin tinggi 
pula harganya, dan penetapan 
harga eceran tertinggi sesuai 
dengan perspekti Ibn Taymiyah 
yaitu dengan musyawarah. 
Namun dengan demikian untuk 
masalah sangsi tidak ada bagi 
agen/distributor yang 
menetapkan harga diluar 




larangan dalam peraturan 
tersebut dengan kata lain belum 




H. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 
Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
 BAB II : GAMBARAN UMUM DESA BAGAN JAYA 
Pada bab dua ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, 
sejarah, letak geografis, keadaan sosial ekonomi, penidikan, 
struktur organisasi. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
Bab tiga ini berisi landasan teori tentang penetapan harga 
jual, Pengertian penetapan harga jual, faktor-faktor  yang 
mempengaruhi penetapan harga, indikator penetapan harga, 
dan penetapan harga menurut ekonomi islam. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab empat ini berisikan tentang hasil penelitian yang 
penulis lakukan di lapangan meliputi penetapan harga jual 
LPG 3 Kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten 




terhadap penetapan harga jual LPG 3 Kg pada di Desa 
Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. 
BAB V : PENUTUP 




GAMBARAN UMUM DESA BAGAN JAYA 
A. Sejarah Desa Bagan Jaya 
Kegiatan pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan secara 
bertahap dan terorganisir sejak tahun 1969 yang dibingkai dalam rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (RPJP). Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah 5 Tahun (RPJM). Yang lebh dikenal dengan Repelita, 
sebagai pengejawatahan dari GBHN, guna mewujudkan cita-cita yang 
tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 
Kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah 
dibingkai dalam RPJP-RPJM pada masa Orde Baru sangat sentralistik, 
kurang memperhatikan spesifikasi daerah, menghambat kreatifitas daerah 
dan lain-lain. Kondisi ini menimbulkan berbagai fenomena karena tidak 
sesuai dengan tuntunan kebutuhan, perkembangan masyarakat di daerah 
serta kemajuan teknologi yang telah mengglobalisasi, yang memerlukan 
deregulasi dan perubahan-perubahan yang mendasar. 
Kebijakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan telah terjadi 
pergeseran dari paradigma top drown keparadigma bottom up dengan 
lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua UU tersebut diatas merupakan dasar 
pelaksanaan otonomi daerah. 
Penyelenggaraan otonomi daerah adalah bertujuan untuk 





perekonomian daerah. Otonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip 
demokrasi, peran serta masyarakat (public participation) pemerataan dan 
keadilan serta memperhatikan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. 
Sejalan dengan kebijakan Provinsi Riau dan semangat UU Nomor 32 
dan UU Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan, 
Pemerintah buat Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu terobosan melalui 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan sistem Pemberdayaan Desa 
Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri. 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mulai tahun 2009 otonomi sudah 
diserahkan lebih luas kepada desa, dan sistem penganggaran dana desa sudah 
menganut sistem Alokasi Dana Desa (ADD) secara proposional dengan 
beberapa indikator, dana setiap desa tidak sama lagi besarnya. 
Otonomi desa merupakan otonomi asli, maka dana desa yang 
bersumber dari pendapatan asli desa, penggunaannya tidak mengenal instansi 
vertikal atau sektoral, namun penetapan kegiatannya tetap diputuskan 
melalui musyawarah. Musyawarah merupakan keputusan tertinggi di desa. 
Selama pelaksanaan program pemberdayaan desa dalam rangka 
otonomi menuju desa mandiri yang sudah berjalan selama 4 tahun, prasaran 





Nama Bagan Jaya berasal dari Bagan Negara mulai berdiri tahun 
1960. Dahulu penduduknya mayoritas bermata pencarian sebagai Nelayan, 
tetapi karena di Desa Bagan Jaya semakin hari penduduknya semakin 
bertambah sedangkan mata pencarian bermayoritas nelayan sehingga hasil 
dari tangkapannya berkurang. Oleh karena itu, masyarakat Bagan Jaya 
memiliki inisiatif untuk memperluas daerah penangkapan ikan, beberapa 
daerah yang dituju oleh masyarakat Bagan Jaya seperti : Guntung, 
Junjangan, Pulau Burung dan desa-desa lainnya. 
Desa Bagan Jaya merupakan pemekaran dari Desa Daratan Reteh Dua 
yang pemekaran dari  Desa Sungai Rukam sampai saat ini sertifikat tanah 
kepemilikan masih tertulis Desa Sungai Rukam atau Reteh dua yang terdiri 
dari Blok T, Blok E, Blok M, Blok F, Parit Kalimantan, Parit Banjar Masin, 
Parit Jumat/Usaha Baru, Parit Pelita/Abdullah. 
Masyarakat Desa Bagan Jaya merupakan cakupan dari orang-orang 
transmigrasi terdiri dari berbagai suku yaitu: Banjar, Bugis, Melayu, Minang, 
Batak, Jawa Barat, Jawa Sunda, dan juga masyarakat pribumi yang sudah 
menetap dari dahulunya di Desa Bagan Jaya. Semakin hari kebutuhan 
masyarakat semakin meningkat sedangkan hasil dari nelayan tidak 
mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat, oleh karena itu, ada beberapa 
faktor yang mendukung masyarakat Bagan Jaya untuk mengalihkan 
profesinya dari nelayan menjadi petani, karena masyarakat Desa Bagan Jaya 
merupakan orang transmigrasi dari Jakarta dan jawa barat yang sudah sangat 





seperti Keladi, kacang-kacangan, cabe dan lainnya. Dengan kerja sama yang 
baik mereka dapat menjadi lumbung antar desa, Kecamatan Enok Kabupaten 
Indragiri Hilir untuk tanaman kacang kedelai yang bekerja sama dengan 
rumbai jaya. Areal perkebunannya ada sekitar 120 Ha. 
Namun kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk bertani 
sehingga masyarakat mencari alternatif lain yang sesuai dengan keadaan 
tanah yaitu dengan membuka perkebunan kelapa, ternyata perkebunan 
kelapa sangat cocok dengan keadaan alam sehingga masyarakat bisa 
menghasilkan kelapa yang baik dalam jumlah yang besar, hal ini membuat 
daya tarik dari berbagai perusahaan untuk bisa membantu masyarakat dalam 
mengembangkan usaha dan penghasilan. 
Pada awal tahun 1990 di bangunlah PT. BUMI PALMA LESTARI 
PERSADA untuk menampung hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat, 
namun hal ini tidak berlangsung lama, karena kebutuhan PT. BUMI PALMA 
LESTARI PERSADA yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat, maka 
perusahaan tersebut tidak mampu bekerja dengan baik. Oleh karena itu, PT 
tersebut diambil alih oleh PT. SINAR MAS GRUP dan masyarakat mampu 
mengikuti perubahan tersebut karena areanya membelah wilayah Bagan Jaya 
dimana mereka mampu bekerja sama dengan baik. Luas areal millik 
perusahaan adalah 6.50 Ha, karna adanya penambahan maka menjadi 7.00 
Ha. 
Pada Tahun 1983 Bagan Jaya memiliki Bapak Tukimin Siswoyo 





pemilihan pemerintah desa, lalu diganti oleh Bapak Suroso Tahun 1988, 
namun tidak berlangsung lama karena kondisi mental yang tidak 
memungkinkan, ada pergantian Tahun 1995 ada pegawai dari kecamatan 
Bapak Nazarudin Otap baru dimulai titik awal pembangunan desa, dan 
kemudian digantikan oleh Bapak M. Room Manaf pada Tahun 1999 dari 
kantor camat Enok pada pemerintahannya-lah Desa Bagan Jaya mulai 
menonjol dikategorikan adanya instruksi desa tertinggal, namun itu bukanlah 
tujuan utamanya dengan demikian bermuncullah program-program 
pemerintah seperti adanya beberapa proyek yaitu antara lain: pembangunan 
penampungan air hujan (PAH) 1500 L dimana mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat untuk minum nyuci dan sebagainya. Dalam waktu yang cukup 
lama sampai kemusim hujan yang berikutnya. Proyek seperti: peternakan, 
perikanan, pertanian dan pembangunan swoon sistem untuk pertemuan di 
Desa Bagan Jaya, dan mulailah penataan pasar desa seperti: kantin, los pasar 
dan ruko-ruko ditata dengan baik dan lainnya. Desa Bagan Jaya juga dapat 
prestasi lomba desa mendapat juara 1 se kabupaten Indragiri Hilir dan juara 
2 ditingkat provinsi. Itulah prestasi yang diperoleh pada masa jabatannya dan 
kemudian pada tahun 2002 diganti oleh Bapak Drs. Zainuddin disini sudah 
mulai menyusun dan penataan Perdes dan alokasi-alokasi perencanaan 
pengembangan Desa sampai akhirnya digantikan oleh Bapak Muksoni, S.Ag 
pada tahun 2007 dalam pencapaian pembangunan infrastruktur, dan 
merangkul semua perangkat desa mulai dari desa mandiri sampai proyek 





diperhitungkan dengan desa yang lainnya, kemudian masuklah UEP-SP yang 
dibangun awal mulanya oleh LOVERA ABADI dan membangun kantor 
yang sangat sederhana, dan Administrasi yang sangat sederhana. Dan sampai 
saat ini Desa Bagan Jaya mulai berkembang dan tumbuh sukses. Pada Tahun 
2014 di jabat PJ Kepala Desa Bagan Jaya Rimanto, SE. Pada  tanggal 25 
November 2015 dilaksanakan pemilihan kepala desa secara demokrasi 
terpilihlah Bapak H. Andi Hamzah, SE.I menjadi Kepala Desa Bagan Jaya 
dengan raihan suara 86% atau tepatnya 2.356. setahun kepemimpinan Bapak 
H.Andi Hamzah, SE.I Desa Bagan Jaya dapat meraih juara I Lomba Desa 
Tingkat Kabupaten dan Juara III Tingkat Provinsi dan diakhir Tahun 2017 
Desa Bagan Jaya juga dalam lomba P2WKSS meraih juara I Tingkat 
Kabupaten dan juara II Tingkat Provinsi. Pada bulan November 2018 Bapak 
H.Andi Hamzah, SE.I mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala 
Desa Bagan Jaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan 
dapil 5. Pada bulan November 2018 di lantik Penjabat Kepala Desa Bapak 
Selamat, SE dari Kecamatan Enok, kemudian pada tanggal 18 April 2019 
dilaksanakan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu (PAW) 
terpilihlah Bapak Mhd. Hafif, S.Kom sebagai kepala desa PAW Desa Bagan 
Jaya Kecamatan Enok. Pada tanggal 12 Juli 2019 dilantik Kepala Desa PAW 
Bapak Mhd. Hafif, S.Kom dan bertugas sampai dengan bulan Desember 
2021. 
Melihat semakin berkembangnya Desa Bagan Jaya karena terdapat 





memiliki 4 pangkalan LPJ untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan 
banyak toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan masyaraka. 
B. Letak Geografis dan Demografis 
Secara geografis, Desa Bagan Jaya berada di posisi 0̊ 31’59,054” Lintang 
Selatan - 0̊37’7,753” Lintang Selatan dan 102 ̊56’44,561” Bujur Timur - 
103̊0’29,695” Bujur Timur. Desa Bagan Jaya secara administratif berada di 
Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan Bagan Jaya 
adalah wilayah yang dilintasi oleh aliran Sungai Enok. 
Jalur yang dilalui dari ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) ke Bagan 
Jaya adalah melewati jalan lintas Rengat – Rumbai Jaya dan jalan lintas 
Rengat – Tembilahan. Sementara jalur yang dilalui dari ibukota Kabupaten 
(Tembilahan) ke Bagan Jaya dapat melewati jalan lintas Rengat – Tembilahan 
dengan melewati jembatan Rumbai. Jarak Desa Bagan Jaya ke Tembilahan ± 
50 Km dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Transportasi yang digunakan 
bisa menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Untuk lebih 
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 Sumber Data: Kantor Desa Bagan Jaya 
Luas wilayah Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok 24.42 Km², yang 
terdiri dari: 
a. Persawahan  : 40 Ha 
b. Perkampungan : 86 Ha 
c. Perkebunan   : 1616 Ha 
d. Perkebunan Swasta : 700 Ha 
Dan terbagi menjadi beberapa dusun yaitu, Dusun Rukun Makmur, 
Dusun Jatimoro, Dusun Harapan, Dusun Suka Damai, Dusun Suka Mandiri, 
Dusun Suka Makmur dan PT. BPLP dengan batas desa sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Sungai Gantang- Kecamatan Kempas 
b. Sebelah Selatan : Pembenaan- Kecamatan Keritang 
c. Sebelah Barat  : Suhada- Kecamatan Enok 
d. Sebelah Timur  Danau Pulai Indah- Kecamatan Kempas 
Desa Bagan Jaya sebagai daerah tropis hanya memiliki dua musim 
yaitu, musim hujan dan musim kemarau, musim hujan diawali dengan cuaca 
berawan saat bulan September. Musim penghujan terdiri selama 6 (enam) 
bulan selama bulan September sampai bulan Februari. Sedangkan musim 





Menurut data terakhir jumlah penduduk di Desa Bagan Jaya sebanyak 
6.970 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Klasifikasi penduduk 
Desa Bagan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk 
No  Nama Dusun Jumlah  
KK 
Jumlah Penduduk 
   L P L + P 
1 Rukun Makmur  315 636 597 1233 
2 Jatimuro  294 501 522 1023 
3 Harapan 125 219 229 448 
4 Suka Damai 275 495 524 1019 
5 Suka Mandiri 358 584 586 1170 
6 Suka Makmur 99 169 169 338 
7 PT. BPLP 448 1025 714 1739 
 Jumlah 1914 3629 3341 6970 
Sumber Data : Kantor Desa Bagan Jaya 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan 
Kartu Keluarga (KK) sebesar 1.914, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-
laki sebesar 3.629 jiwa, dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 
3.341 jiwa berarti rata-rata kepadatan penduduk di Desa Bagan Jaya sebesar 
6.970 jiwa. 
C. Sosial Ekonomi 
Pendapatan masyarakat merupakan jumlah penghasilan yang diterima 
masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu priode waktu tertentu, baik harian, 
mingguan, bulanan maupun tahunan. Di Desa Bagan Jaya secara umum 
pendapatan masyarakat ada pada sektor pertanian atau perkebunan. Pendapatan 





sumber pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian. Pendapatan dari 
sektor pertanian seperti usaha tani kebun, peternakan dan buruh tani. Usaha tani 
kebun khususnya kebun kelapa, sawit maupun pinang yang menjadi usaha utama 
masyarakat. Untuk pendapatan non pertanian seperti berdagang atau wiraswasta, 
PNS, honorer, instansi pemerintahan desa maupun intansi sosial ( Kesehatan dan 
Pendidikan ) dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel 
dibawah. 
Tabel 2.3 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian 
No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Belum/Tidak Bekerja 160 320 480 
2 Mengurus Rumah Tangga 2 1614 1616 
3 Pelajar/Mahasiswa 1310 1131 2441 
4 Pensiunan  2 3 5 
5 Pegawai Negeri Sipil 14 18 32 
6 Petani/Berkebun 1288 103 1391 
7 Karyawan Swasta 198 73 271 
8 Buruh  11 0 11 
9 Wiraswasta  633 93 726 
10 Perangkat Desa 10 2 12 
11 Lainnya 6 8 14 
 Jumlah  3629 3341 6970 
Sumber Data: Kantor Desa Bagan Jaya 
Dari tabel diatas dapat dilihat mata pencarian penduduk Desa Bagan 
Jaya. Hal ini terlihat dari 2.441 pelajar/mahasiswa. Sedangkan sebanyak 
1.616 orang mengurus rumah tangga. Petani/pekebun sebanyak 1.391 orang. 
Wiraswasta sebanyak 726 orang. Sebanyak 480 orang belum/tidak bekerja. 
Karyawan swasta sebanyak 271 orang. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 





Pensiunan 5 orang. Dan sebanyak 14 orang yang didalamnya bekerja pada 
bidang lainnya.  
Jadi pekerjaan penduduk Desa Bagan Jaya yang dominan adalah 
pelajar/mahasiswa, mengurus rumah tangga, petani/berkebun dan wiraswasta. 
D. Pendidikan 
Amanat Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap warga 
Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, ( pasal 31 ayat 1). Hak untuk 
mendapatkan juga tertuang dalam pasal 12 UU No 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas 
perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan 
sesuai dengan Hak Asasi Manusia” dalam hal ini ditekankan bahwa hak 
memperoleh pendidikan adalah bentuk dari Hak Asasi Manusia. 
 Disisi lainnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus 
diselenggarakan secara, demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif 
(pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional) 
artinya proses penylenggaraan pendidikan di setiap daerah harus 
mendapatkan kwalitas serta mutu yang sama tanpa ada kategori daerah 
terpencil ataupun daerah maju. 
 Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga Desa Bagan Jaya 







Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Bagan Jaya 
No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Tidak/belum sekolah 522 499 1021 
2 Belum Tamat SD/Sederajat 698 675 1373 
3 Tamat SD/Sederajat 952 1006 1958 
4 SLTP/Sederajat 731 567 1298 
5 SLTA/Sederajat 695 582 1277 
6 Diploma I/II 1 2 3 
7 Akademi/Diploma III/ S. Muda 12 4 16 
8 Diploma IV/Strata I 24 27 51 
9 Strata II 1 1 2 
 Jumlah  3629 3341 6970 
Sumber Data: Kantor Desa Bagan Jaya 
Dilihat dari Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat di Desa Bagan Jaya yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan 
tingkat SD/Sederajat dengan jumlah 1.958 jiwa, belum tamat SD/Sederajat 
berjumlah 1.373 jiwa, SLTP/Sederajat berjumlah 1.298 jiwa, sedangkan 
SLTA/Sederajat berjumlah 1.277 jiwa, Diploma IV/Strata I berjumlah 51 
jiwa, Akademi/Diploma III/S. Muda sebanyak 16 jiwa, Diploma I/II sebanyak 
3 jiwa, dan yang terakhir adalah Strata II berjumlah 2 jiwa. 
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagan Jaya 
1. Pengertian Struktur Organisasi 
Menurut para ahli struktur organisasi yaitu out line, skema atau 
bagan organisasi mulai dari penempatan pimpinan yang paling atas sampai 
pada petugas yang paling bawah. Ada juga yang memahami bahwa 
struktur organisasi yaitu jalinan unsur-unsur organisasi yang saling terkait 
dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dilakukan agar organisasi 
dapat berjalan secara efektif, efesien dan rasional.
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2. Manfaat dan Kegunaan Struktur Organisasi 
Manfaat dan kegunaan struktur organisasi bagi suatu perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
a. Membantu mencapai target perusahaan. 
b. Membantu dalam membuat job description karyawan. 
c. Membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi 
lebih mudah dan  jelas. 
d. Membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi didalam 
perusahaan. 
e. Membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan 
dalam jenjang karir yang jelas. 
f. Membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan.22 
3. Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi 
a. Bentuk Organisasi Lini (Line Organization) 
Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, dalam tipe 
organisasi lini terdapat garis wewenang, kekuasaan yang 
menghubungkan langsung secara vertical dari atas kebawahan. 
b. Bentuk Organisasi Lini dan Staf (Line and staff organization) 
Bentuk organisasi lini dan staf pada dasanya merupakan kombinasi 
dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Atas kesatuan 
komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang 
berlangsung secara vertical dari pucuk pimpinan kepada pimpinan 
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dibawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak menetapkan 
keputusan, kebijakan, dan merealisasikan tujuan perusahaan. 
Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapat bantuan 
dari para staf. Tugas para staf hanya memberikan bantuan, 
pemikiran, saran-saran, data, informasi,dan pelayanan kepada 
pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan 
keputusan dan kebijaksanaannya. 
c. Bentuk Organisasi Fungsional 
Diciptakan oleh F.W. Taylor, bentuk organisasi ini disusun 
berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada 
tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapat perhatian 
yang sungguh-sungguh, pembagian kerja berdasarkan pada 
“spesialisasi” yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya 
mngerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan 
spesialisasinya. 
d. Bentuk Organisasi Lini, Staf dan Fungsional 
Merupakan kombinasi dari organisasi lini, lini dan staf, dan 
fungsional, biasanya diterapkan pada organisasi besar serta 
kompleks. Pada tingkat Dewan Komisaris (board of director) 
diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat 
middle manager diterapkan tipe organisasi fungsional. Organisasi 
ini dilakukan dengan cara menggabungkan ebaikan dan 





e. Bentuk Organisasi Komite 
Suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai 
wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi 
komite (panitia = committees organization) mengutamakan 
pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan “kolektif 
presidium/plural executive” dan komite ini bersifat manajerial. 
Komite dapat juga bersifat formal atau informal, komite-komite itu 
dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi 
formal, dengan tugas-tugas dan wewenang dibagikan secara 
khusus.
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Sumber Data: Kantor Desa Bagan Jaya 
4. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Perangkat Desa 
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagai berikut: 
a. Kepala Desa  


























































berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk 
melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
1) Melaksanakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 
penataan dan pengelolaan wilayah. 
2) Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan. 
3) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan. 
4) Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karang taruna. 






b. Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris 
Desa, sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelayanan administrasi pemerintahan desa dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya. Untuk melaksanakan 
tugas nya, sekretaris desa mempunyai fungsi: 
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
2) Melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum,ermasuk pelayanan 
perizinan dan non perizinan. 
3) Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan 
dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 
administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan 
lembaga pemerintahan desa lainnya. 
4) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi penyusun RPJM 
desa, RKP desa, dan menyusun rencana anggaran pendapatan 
dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka 
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program. 
5) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 





dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala 
Desa. 
6) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa 
lainnya. 
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 
Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan ketatausahaan 
dan umum, dalam melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan 
umum mempunyai fungsi, melaksanakan urusan ketatausahaan 
seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan 
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan 
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, administrasi 
aset, inventarisasi, pejalanan dinas, dan pelayanan umum. 
d. Kepala Urusan Keuangan 
Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan, dalam 
melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Keuangan mempunyai 
fungsi melaksanakan urusan keuangan dalam hal pengurusan 
adminitrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga 
pemerintahan desa lainnya. 
e. Kepala Urusan Perencanaan 
Bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan, 





mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan 
pembangunan desa seperti penyiapan bahan, penyusunan RPJM 
desa, RKP desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, 
menginventarisir data dalam rangka pembangunan,melakukan 
monitoring evaluasi program serta menyusun laporan berupa, 
LPPD, IPPD dan LKPJ Kepala Desa, pengendalian pelaksanaan 
pembangunan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh pimpinan. 
f. Kepala Seksi Pemerintahan 
Bertugas membantu kepala desa dalam bidang pemerinahan 
khususnya pada tugas operasional, dalam melaksanakan tugasnya 
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi. Melaksanakan 
manajemen tatapraja pemerintahan, menyusun rencana regulasi 
desa dan pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban serta upaya perlindungan masyarakat, 
malaksanakan administrasi kependudukan, penataan dan 
pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa, 
melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah 
dan pemilihan kepala desa, melaksanakan kegiatan sosial politik 
dan organisasi kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain yang 
diberikan pimpinan. 
g. Kepala Seksi Kesejahteraan 
Bertugas membantu kepala desa dalam bidang pembangunan. 





mempunyai fungsi: melaksanakan pembangunan sarana an 
prasarana pedesaan pada berbagai bidang, melaksanakan sosialisasi 
serta motivasi masyarakat pada bidang keagamaan, budaya, 
ekonomi, politik dan lingkungan hidup, melaksanakan 
pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, wisata dan karang 
taruna, melaksanakan identifikasi potensi ekonomi, investasi, dan 
pengembangan usaha masyarakat desa. 
h. Kepala Seksi Pelayanan 
Bertugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan. Dalam 
melakukan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: 
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat, menyiapkan administrasi dalam 
pelayanan kepada masyarakat, mencatat dan melaporkan hasil 
pelayanan adminitrasi, mengelola arsip dan dokumen administrasi 
pelayanan, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian 
nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan. 
i. Pelaksanaan Kewilayahan atau Kepala Dusun 
Bertugas membantu kepala desa dalam penyelengaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di 
wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pelaksana 
Kewilayahan atau Kepala Dusun mempunyai fungsi: pembinaan 





masyarakat, mobilisasi kependudukan dan penataan serta 
pengelolaan wilayah, membantu pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan desa di wilayah kerjanya, melaksanakan pembinaan 
kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran 
masyarakat dalam menjaga lingkungannya, melakukan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah 
kerjanya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan.
24
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A. Pengertian Penetapan Harga Jual 
Dalam manajemen pemasaran penetapan harga adalah sebuah bagian 
yang penting dan kompleks. Di satu pihak penetapan harga adalah sebuah 
elemen strategi yang sangat kritis, dan penting dalam bauran pemasaran 
karena menjelaskan persepsi mengenai kualitas, dengan demikian merupakan 
kontributor penting dalam memosisikan sebuah produk. Di pihak lain, 
penetapan harga merupakan sebuah variabel taktis karena dapat diubah dengan 
cepat dalam kaitannya dengan persaingan.
25
 
Penetapan harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 
berhubungan dengan struktur diskon, kebijakan strategis dan taktis mengenai 
tingkat harga, dan syarat pembayaran. Oleh karena itu, menentukan kebijakan 
harga sangatlah penting untuk dilakukan, karena kebijakan harga tersebut akan 
mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya saing atas kompetitor.
26
 
Harga (price)  dalam arti sempit adalah jumlah uang atau nominal yang 
dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diperjual-belikan. Sedangkan 
dalam arti lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang harus 
dibayar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk 
                                                             
25
 Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya, et.al., Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Yogyakarta: 
ANDI, 2015), h. 127-128. 
26








 Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 
yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan, disamping itu 
harga merupakan unsur bauran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah 
dengan cepat. Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan 
sebagai indikator nilai yang mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 
yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.
28
 
Menurut Wiliam J. Stanton Harga adalah jumlah uang atas barang  
yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 
pelayanan yang menyertainya. Menurut Jerome Mc Carthy Harga (price) 




Produsen dituntut adil dalam penetapan harga untuk berbagai kualitas 
barang yang sejenis. Sedangkan konsumen berhak mendapatkan barang yang 
berkualitas lebih baik untuk harga yang tinggi, dan produsen boleh 
menetapkan harga yang tinggi untuk barang yang memiliki kualitas tinggi. 




Sedangkan  arti Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah tindakan sepihak yang dilakukan prusahaan atau lembaga lainnya 
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dalam menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.
31
 Menurut 
Hansen dan Mowen Harga Jual merupakan jumlah moneter berupa nominal 
uang yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan 
atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Mulyadi pada 




Dari pengertian diatas dapat disimpulkan penetapan harga jual adalah 
tindakan sepihak yang menetukan jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu 
unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang diperjual 
belikan. 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga 
Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh 
faktor-faktor internal perusahaan maupun faktor-faktor eksternal 
lingkungannya. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, 
strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor 
eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen 
lingkungan yang lain. 
1. Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Harga 
a. Tujuan Pemasaran  
Sebelum menetapkan harga, perusahaan seharusnya menentukan 
strateginya atas produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih pasar 
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sasarannya dan mempromosikannya dengan baik, maka strategi bauran 
pemasarannya, termasuk harga akan berjalan dengan baik 
b. Strategi Bauran Pemasaran  
Keputusan harga harus dihubungkan dengan keputusan rencana 
produk, distribusi, dan promosi untuk bentuk program pemasaran yang 
efektif. Agar Harga pada bauran pemasaran yang digunakan 
perusahaan ini dapat mencapai tujuan pemasarannya. 
Perusahaan seringkali menetapkan harga terlebih dahulu dan 
kemudian menjadikannya dasar untuk keputusan bauran pemasaran 
lainnya pada harga yang akan ditetapkan. Dalam hal ini, harga 
merupakan faktor penting yang menentukan ciri faktor yang dapat 
ditawarkan dan biaya produksi yang dapat direalisir. Dengan demikian, 
perusahaan harus mempertimbangkan seluruh bauran pemasaran pada 
waktu menetapkan harga. 
c. Biaya  
Biaya merupakan faktor yang menjadi dasar penetapan harga yang 
diterapkan pada produk. Perusahaan menginginkan agar harga yang 
ditetapkan dapat mencakup semua biaya untuk memproduksi, 
mendistribusikan, dan menjual produk serta tingkat laba yang sesuai 
dengan upaya yang dilakukan dan resiko yang dihadapi. Biaya 
perusahaan dapat merupakan elemen penting dalam strategi penetapan 
harga. Banyak perusahaan yang berusahaan untuk dapat menekan 





dapat menetapkan harga rendah yang pada akhirnya meningkatkan 
penjualan dan bermula pada laba yang besar.
33
 
2. Faktor eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Harga 
a. Pasar dan Permintaan 
Ketika biaya menjadi dasar penetapan batas bawah harga, pasar 
dan permintaan menjadi dasar penetapan batas atasnya. Baik 
konsumen maupun pembeli industri menyamakan harga suatu produk 
atau jasa dengan manfaat dari memilikinya. Jadi, sebelum menetapkan 
harga, seorang pemasar harus memahami hubungan antara harga dan 
permintaan atas peroduknya. 
b. Biaya, Harga, dan Penawaran Pesaing 
Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan 
harga perusahaan adalah biaya dan harga pesaing serta kemungkinan 
reaksi pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan 
perusahaan. 
c. Faktor-faktor Eksternal Lainnya 
Ketika menetapkan harga, perusahaan juga harus 
mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam lingkungan eksternalnya. 
Keadaan ekonomi dapat memiliki dampak yang besar terhadap strategi 
penetapan harga perusahaan. Faktor-faktor ekonomi seperti booming 
atau resesi, inflasi, dan tingkat bunga mempengaruhi keputusan 
penetapan harga karena dapat mempengaruhi baik biaya produksi 
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maupun persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk. 
Persahaan juga harus mempertimbangkan dampak apa yang akan 
ditimbulkan harga pada bagian lingkungan lainnya.
34
 
Sedangkan menurut Nagle ( dalam Tjiptono, 2002) ada beberapa 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga: 
a. Pengaruh nilai yang unik. 
b. Pengaruh kesadaran atas produk penganti. 
c. Pengaruh perbandingan yang sulit. 
d. Pengaruh pengeluaran total. 
e. Pengaruh manfaat akhir. 
f. Pengaruh biaya yang dibagi. 
g. Pengaruh investasi tertanam. 
h. Pengaruh kualitas harga. 
i. Pengaruh persediaan.35 
C. Indikator Penetapan Harga 
1. Penetapan Harga yang Beriorentasi pada permintaan 
Harga ini digunakan oleh pengecer untuk menetapkan targetnya 
dalam bentuk penjualan atau pangsa pasar. Penetapan harga ini 
mengentimasi kualitas yang akan diminati konsumen dalam berbagai 
tingkat harga dan berkonsentrasi pada harga yang telah ditetapkan. 
2. Asosiasi Harga-Kualitas 
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Yaitu konsep yang menyatakan bahwa banyak konsumen percaya 
bahwa har ga tinggi, harga rendah berkonotasi dengan kualitas yang 
rendah. 
3. Penetapan Harga Istimewa (prestise) 
Diasumsikan konsumen tidak akan beli barang dan jasa pada harga 
yang dianggap rendah, konsumen menganggap harga yang rendah 
berarti kualitas dan statusnya juga rendah. 
4. Penetapan Harga yang Beriorentasi Pada Biaya 
Mark up pricing merupakan metode yang biasanya digunakan para 
pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang 
tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya. Penetapan harga 
ini paling sering digunakan pengecer menentukan harga dengan 
menambahkan harga perunit, biaya operasional dan profit yang 
diinginkan. 
5. Penetapan Harga yang Beriorentasi pada Persaingan 
Pengecer menggunakan harga pesaing sebagai pertimbangan, 
bukan faktor permintaan atau biaya. Perusahaan tidak akan mengubah 




D. Penetapan Harga Menurut Ekonomi Islam 
Masalah harga yang lebih tepatnya harga keseimbangan yang 
sangat menentukan keseimbangan perekonomian telah dibahas dalam 
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ekonomi islam, dalam konsep ekonomi islam, yang paling prinsip adalah 
harga yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. 




Adapun kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 
dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda 
lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab dan Kabul, 
Rasulullah SAW. Bersabda: 
ِّ َاٴ ِب  َعنْ  ٍ )روه َابو دَاودو َالَت   ُىَر يْ رَة ر  َعِن َالنَِِّ َعْن تَ رَا الَّ َا  ص م قَاَل الَ يَ ْغََتِ َقنَّ َاِثْ َناِن
 (مذى
“Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi SAW. Bersabda: janganlah dua 
orang yang  jual beli terpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat 
Abu Daud dan Tirmidzi). 
 
ٍ )روَاه َابن حباهقَ  َا َاْلبَ ْيُع َعْن تَ رَا َّنَّ َا  ُّ ص م  (اَل َالنَِِّ
“ Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah 
dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).
38
 
 Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam 
mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Harga ini 
ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 
ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan 
harga tersebut dari penjual.  Dalam islam masalah penentuan harga 
dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat, selagi kenaikan 
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Sebagaimana Rasulullah SAW yang melarang mematok harga. 
Karna hanya Allah-lah yang maha penetap harga dan pemberi rezeki, 
seperti yang tertera dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang 
dinukilkan dari Anas ibn Malik: 
فَ َقاُلوَا  –صلى َاللّّٰو عليو وسلم –ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َغاَل َالسِّْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاللَِّو َعْن َاٴنَ 
نَّ َاللََّو ُىَو َاْلُمَسعُِّر َاْلَقاِنُض َاْلَبا ِسُط َالرََّازُِق  يَا َرُسوَل َاللَّوِ  َا  َقْد َغاَل َالسِّْعُر َفَسعِّْر َلَنا. فَ َقاَل
ِّنِّ الٴْرُخو َاٴ   ِبَْظَلَمٍة ِِف َدٍم َواَل َمالٍ  ْن َاٴْلَقى َربِّ َوَلْيَس َاٴَحٌد َيْطلُُبِن َا 
Pada masa Rasulullah SAW. Telah terjadi kenaikan harga-harga 
barang, kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata: Ya 
Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka 
tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah 
menjawab, “Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang 
menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya 
berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun yang 
menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam 
masalah darah dan harta.” 
 
Hadis ini muncul ketika masa-masa ekonomi sangat sulit sehingga 
barang komoditi menipis. Naiknya harga barang pada masa ini karena 
tingginya permintaan terhadap barang komoditi sedangkan stok barang 
tersebut menipis bukan disebabkan oleh tindakan kesewenang-wenangan 
para pedagang.
40
 Ajaran islam juga sangat memperhatikan konsep 
harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Pasar yang bersaing 
sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun 
pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang 
                                                             
39
 Ibid, h. 169. 
40





adil tidak akan tercapai. Demikian juga sebaliknya, harga yang adil akan 
mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga 
tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau terpaksa 
tetap bertransaksi dengan menderita kerugian.
41
 Berlaku adil dalam 
berbisnis merupakan salah satu nilai ketakwaan. Sebagaimana Allah 
berfirman: 
                    
                       
             
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman!, hendaklah kamu menjadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 




Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara 
lain: si‟r al-mithl, thaman al-mithl dan qimah l-adl. Istilah qimah al-adl 
(harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Dalam 
mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini 
akan menjai manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh 
kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (sahih muslim). 
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Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang 
khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab 
menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas 
diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga 
harga-harga naik (Ibn Hanbal). 
Sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian mengenai 
harga yang adil secara khusus adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sering 
menggunakan dua terminology dalam pembahasan harga ini, yaitu „iwad 
al-mithl (equivalen compensation/kompensasi yang setara). Dalam Al-
Hisbah-nya ia mengatakan. “kompensasi yang setara akan diukur dan 
ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl). 
Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar 
dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus 
dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen 
syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga 
yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan ekploitasi atau 
penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan 
menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi 
pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 
yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga 
yang dibayarkannya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah 
dalam jual beli.
43
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                     
                   
     
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di 
antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 




 Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan 
jalan yang curang, melainkan dengan perniagaan yang di dasarkan atas 
suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli baik dari segi 
penentuan harga dan lain-lainnya.  
 Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam islam antara lain 
menentukan harga yang berlebihan (predatory princing), diskriminasi 
penentuan harga yang berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalam 
menentukan harga. Dalam Al-Qur’an secara jelas Allah SWT. Melarang 
praktik kecurangan dalam timbangan sebagai bagian dari kebijakan 
penentuan harga sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Muthaffifin 
[83]:1-3 
                         
          
Artinya:  “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 
orang-orang yang apabila meneima takaran dari orang lain 
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mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.  
 
Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:282 Allah SWT. Berfirman: 
                       
             
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
(berjualbeli, utang-piutang, atau sewa menyewa dan 
sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar”. 
 
 Berkenaan dengan ayat tersebut, Abuznaid berpendapat bahwa 
kebijakan harga dalam islam harus meliputi: 
a. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau memperoleh 
satu informasi harga. 
b. Melarang mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras (maisir), atau 
menerima keuntungan tanpa bekerja. 
c. Mengbah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas 
produk. 
d. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan. 
e. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen. 
f. Dilarang propaganda palsu melalui media. 
g. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau 





h. Menimbun produk.45 
 Dengan demikian penetapan harga dalam islam tidak boleh meraup 
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikan harga setinggi-
tingginya hal tersebut memicu terjadinya kecurangan dan kezaliman 
terhadap pembeli. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab 
rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan. ` Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-
masing pihak pangkalan, bahwa ketiga pangkalan LPG 3 Kg di Desa 
Bagan Jaya menjual sesuai HET. Dan penetapan harga untuk pihak 
pangkalan ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) Inhil yang berpedoman pada SK Bupati Inhil No. Kpts. 
671/X/HK-2017, sebesar Rp 23.400 untuk wilayah Kecamatan Enok. 
Penetapan harga LPG 3 kg di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok 
Kabupaten Indragiri Hilir kesesuaiannya dengan teori indikator penetapan 
harga yang terbagi menjadi lima bagian yaitu: penetapan harga yang 
beriorentasi pada permintaan, asosiasi harga-kualitas, penetapan harga 
istimewa (prestise), penetapan harga yang beriorentasi pada biaya dan 
penetapan harga yang beriorentasi pada persaingan. 
Menurut ekonomi syariah tentang penetapan harga jual LPG 3 kg 
di Desa Bagan Jaya dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah 
ditetapkan untuk pangakalan sebesar Rp 23.400 berdasarkan SK Bupati 
Inhil No. Kpts. 671/X/HK-2017. Hal ini disebut dengan istilah tas‟ir. 
Tas‟ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena 




menghilangkan kezaliman diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT 
dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Dan kesesuaian lima teori indikator penetapan 
harga menurut pandangan islam. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi penyalur/pangkalan seharusnya menjual sesuai Harga Eceran 
Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati 
No.Kpts.671/X/HK-2017 untuk harga LPG 3 Kg di pangakalan 
Kecamatan Enok sebesar 23.400. 
2. Bagi pengecer/warung seharusnya menjual LPG 3 Kg sesuai harga 
yang ditetapkan desa yang mana berdasarkan hasil musyawarah 
bersama sebesar 28.000. 
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian 
ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Judul  : Penetapan Harga Jual LPG 3 Kg Di Desa Bagan Jaya Kecamatan 
Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah 
 
A. Pertanyaan Untuk Pihak Pangkalan LPG 3 Kg 
Saat melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa pertanyaan 
kepada pemilik pangkalan LPG 3 Kg di Desa Bagan Jaya, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Siapa nama bapak atau ibu? 
2. Bagaimana penetapan harga jual LPG 3 Kg pada pangakalan di 
wilayah Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok? 
3. Siapa yang berwenang menetapkan harga jual LPG 3 Kg untuk 
wilayah Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok? 
4. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga 
LPG 3 Kg di pangkalan? 
5. Apakah ada sangsi-sangsi tertentu bagi pemilik pangkalan yang 
menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah 
ditetapkan? 
B. Pertanyaan Untuk Pemilik Warung Yang Menjual LPG 3 Kg 
Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada pemilik warung yang menjual LPG 3 Kg di Desa Bagan Jaya, 




1. Siapa nama bapak atau ibu? 
2. Berapa harga LPG 3 Kg yang bapak atau ibu peroleh dari pangkalan? 
3. Berapa bapak atau ibu menjual LPG 3 Kg kepada pembeli? 
4. Apa alasan yang memicu bapak atau ibu menjual LPG 3 Kg dengan 
harga tersebut? 
5. Apakah ada kendala-kendala dalam memperoleh LPG 3 Kg yang dapat 
berpengaruh terhadap harga jual LPG? 














1. Wawancara bersama Bapak Alfian Pemilik pangkalan LPG Riski Tani Di 
Dusun Suka Makmur Desa Bagan Jaya 
 
 
2. Wawancara bersama Bapak Aswanto Pemilik pangkalan LPG Rianto Di 





3. Wawancara bersama Bapak Radial Pemilik pangkalan LPG Dua Putri Di 
Dusun Rukun Makmur Desa Bagan Jaya 
 
4. Wawancara bersama Ibu Radiah pemilik warung yang menjual LPG 3 Kg 





5. Wawancara bersama Ibu Arnawati pemilik warung yang menjual LPG 3 
Kg di Blok E Dusun Jatimoro Desa Bagan Jaya 
 
6. Wawancara bersama Ibu Ranti pemilik warung yang menjual LPG 3 Kg di 





7. Wawancara bersama Bapak Suhardi pemilik warung yang menjual LPG 3 
Kg di Kalimantan Dusun Suka Damai Desa Bagan Jaya 
 
8. Wawancara bersama Ibu Siti pemilik warung yang menjual LPG 3 Kg di 





9. Wawancara bersama Ibu Sundari pemilik warung yang menjual LPG 3 Kg 
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